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Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pene-
rapan prinsip–prinsip good corporate governance pada subjek 
penelitian yang terdiri dari transparancy, accountability, respon-
sibilites, independency dan fairness. Penelitian menggunakan 
metode kualitatif. Perolehan data dilakukan dengan wawancara. 
Setiap aspek yang ada di dalam masing-masing prinsip good 
corporate governance digunakan untuk melihat sejauh mana terh-
adap pelaksanaan prinsip-prinsip good corporate governance te-
lah dilakukan oleh subjek penelitian. Hasil temuan diuji keabsa-
hannya menggunakan triangulasi sumber, kemudian dipaparkan 
setiap prinsip-prinsip yang sudah dilaksanakan oleh subjek pene-
litian. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan prinsip-
prinsip good corporate governance pada subjek penelitian baik. 
   . 
PENDAHULUAN 
 
Studi yang dilakukan oleh Asian Development Bank (ADB) 
mengidentifikasi bahwa kontributor utama dari krisis ekonomi 
1998 adalah lemahnya “tata kelola perusahaan” (Zhuang, Ed-
wards, Webb, Capulong, 2000). Pada tahun 1999 dibentuklah Ko-
mite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) me-
lalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keua-
ngan dan Industri, dengan melibatkan 30 orang perwakilan dari 
sektor publik dan swasta untuk merekomendasikan prinsip-prin-
sip Good Corporate Governance nasional. GCG memiliki lima 
prinsip dasar, yaitu transparancy, accountability, resposibility, 
independency dan fairness yang dinilai dapat menciptakan suatu 
ekosistem usaha yang bersih dan berintegritas. 
Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola perusa-
haan yang baik saat ini sudah menjadi satu hal penting yang harus 
diperhatikan perusahaan-perusahaan, baik itu BUMN maupun 
swasta. Khususnya bagi emiten yang memiliki kewajiban trans-
paransi informasi kepada publik, terutama investor sahamnya. 
GCG  bisa menentukan kredibilitas perusahaan dimata semua 
stakeholders-nya, untuk implementasinya, stakeholders harus di-
libatkan supaya GCG satu perusahaan bisa terlaksana (Pratiwi, 
2014). 
Sistem pengelolaan perusahaan yang baik dan setiap personil 
yang mengedepankan etika menjadi hal yang diperlukan untuk 
menjawab tantangan global. Penerapan Good Corporate Gover-
nance sebaik apapun bukanlah jaminan tidak akan timbul suatu 
penyimpangan kalau tidak ada integritas dan moralitas dari para 
pelakunya. Tidak jarang terjadi fenomena kesalahpahaman, keku-
rangtaatan, dan konflik peran serta fungsi pengambilan keputusan 
di antara pengelola perusahaan dan bahkan manipulasi keuangan. 
Adanya tindakan yang mementingkan diri sendiri dengan meng-
abaikan kepentingan investor sehingga menjatuhkan  harapan 
investor tentang pengembalian atas investasi (Tjandra, 2015). 
Pengungkapan informasi secara terbuka mengenai perusa-
haan sangatlah penting bagi perusahaan publik. Hal ini dilakukan 
sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas manajemen perusa-
haan kepada stakeholders. Keterbukaan informasi dari perusa-
haan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi stak-
eholders dalam pengambilan keputusan. Penerapan dan pengelo-
laan corporate governance yang baik merupakan sebuah konsep 
yang menekankan pentingnya hak pemegang saham untuk mem-
peroleh informasi dengan benar, akurat, dan tepat waktu. Selain 
itu GCG menunjukkan juga kewajiban perusahaan untuk meng-
ungkapkan (disclosure) semua informasi kinerja keuangan mau-
pun nonkeuangan perusahaan secara akurat, tepat waktu, dan 
transparan. Oleh karena itu, baik perusahaan publik maupun ter-
tutup harus memandang Good Corporate Governance (GCG) bu-
kan sebagai aksesori, melainkan sebagai upaya peningkatan ki-
nerja dan nilai perusahaan (Sedarmayanti, 2012). 
Indonesia harus berbenah dan mulai belajar meningkatkan 
penerapan corporate governance, di mana peringkat Indonesia 
berada di paling bawah pada region ASEAN, berikut tabel 
ranking: 
 
Tabel 1.1  
ASEAN Corporate Governance Score 
CG Watch Market Scores: 2010 to 2016 
Nation 2010 2012 2014 2016 
Australia - - - 78 
Singapore 67 69 64 67 
Hong Kong 65 66 65 65 
Japan 57 55 60 63 
Taiwan 55 53 56 60 
Thailand 55 58 58 58 
Malaysia 52 55 58 56 
India  49 51 54 55 
Korea 45 49 49 52 
China 49 45 45 43 
Philippines 37 41 40 38 
Indonesia 40 37 39 36 
Sumber: Asian Corporate Governance Association, 2016 
Melalui beberapa pemaparan di tabel tersebut dan banyaknya 
fenomena yang muncul yang berkaitan dengan Good Corporate 
Governance. Good Corporate Governance merupakan hal yang 
sangat penting bagi korporasi baik yang terbuka maupun belum 
terbuka, dengan penerapan Good Corporate Governance yang 
baik, dapat memberikan efek yang positif bagi suatu korporasi 
namun juga dapat memberikan efek yang negatif bila dalam pene-
rapannya, Good Corporate Governance dikelola dengan tidak be-
nar. 
Subjek penelitian adalah perusahaan yang bergerak di bidang 
usaha kargo dan jasa angkutan. Subjek penelitian mulai berdiri 
sejak tahun 1960, dan pada tahun 1973 berkedudukan di Suraba-
ya.  
Melalui Direktur Operasional diperoleh informasi bahwa sub-
jek penelitian  pernah didemo yang dilakukan oleh pekerja peru-
sahaan mengenai UMK yang penyelesaiannya dilakukan dengan 
melakukan negosiasi terhadap koordinator lapangan. 
Dari fenomena tersebut, dapat dilihat terjadinya penerapan 
prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang kurang baik 
yaitu pada prinsip responsibility. Melalui fenomena tersebut 
muncul ketertarikan untuk meneliti sejauh mana penerapan prin-
sip-prinsip good coporate governance pada subjek penelitian 








Ingin mengetahui sejauh mana penerapan prinsip-prinsip 
Good Corporate Governance pada subjek penelitian. 
 
Landasan Teori 
Menurut Cadbury seperti yang dikutip oleh Sutedi (2011) 
Good Corporate Governance adalah mengarahkan dan mengen-
dalikan perusahaan agar tercapai kesinambungan antara kekuatan 
dan kewenangan perusahaan.  
Good corporate governance disimpulkan adalah suatu tata 
kelola yang mengatur perusahaan, dengan tujuan menambahkan 
nilai tambah untuk semua stakeholders dan perusahaan. 
 
Prinsip-prinsip Good Corporate Governance 
Penerapan prinsip-prinsip good corporate governance  juga 
di perkuat di dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik 
Negara Nomor : PER-01/MBU/ 
2011: 
1. Transparancy yaitu keterbukaan dalam melaksanakan 
proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam 
mengungkapkan informasi material dan relevan menge-
nai perusahaan. 
2. Accountability yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan 
pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusa-
haan terlaksana secara efektif. 
3. Responsibility yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan 
perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan 
prinsip-prinsip korporasi yang sehat. 
4. Independency yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola 
secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pe-
ngaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai de-
ngan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip 
korporasi yang sehat. 
5. Fairness yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenu-
hi hak-hak pemangku kepentingan (stakeholders) yang 




Gambar 2.1   Kerangka penelitian 





Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, 
yaitu “penelitian yang digunakan untuk menganalisis data dengan 
cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah ter-
kumpul sebagaimana mestinya tanpa bermaksud membuat kesim-
pulan yang berlaku umum atau generalisasi” (Sugiyono, 2012).  
 
Definisi Konseptual 
Good Corporate Governance (GCG) adalah peraturan yang 
mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (penge-
lola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para 
pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang ber-
kaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata 
lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. 
Transparancy 
Perusahaan terbuka dalam pengambilan keputusan serta me-
nyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang 
mudah diakses dan dipahami oleh stakeholders. Tranparansi dili-
hat dari pengkomunikasian visi dan misi perusahaan, kebijakan 
perusahan yang tertulis dan dikomunikasikan kepada stakehol-
ders, tersedianya website perusahaan, adanya penerapan RUPS 
perusahaan. 
Accountability 
Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban or-
gan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif, a-
kuntabilitas dilihat dari adanya rincian tugas dan tanggung jawab 
masing-masing organ, keselarasan dengan visi dan misi perusa-
haan, memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan 
serta sistem reward and punishment. 
Responsibility 
Perusahaan mematuhi peraturan perundang-undangan serta 
melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat, lingkungan, 
dan pemerintah. Hal tersebut dilihat dari melaksanakan tanggung 
jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan 
kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan, serta me-
laksanakan kewajiban pajak dan memberikan hak karyawan. 
Independency 
Perusahaan dikelola secara independen tanpa adanya domi-
nasi dari masing-masing organ perusahaan dan tidak dapat diin-
tervensi oleh pihak lain yang tidak sesuai dengan peraturan yang 
berlaku. 
Fairness 
Perusahaan memberikan perlakuan yang setara dan wajar 
kepada stakeholders sesuai dengan manfaat dan kontribusi kepa-
da perusahan. Serta memberikan kesempatan yang sama dalam 
penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya seca-
ra profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, 
gender, dan kondisi fisik. 
 
Keabsahan Data 
Data penelitian kualitatif yang berupa kata-kata, kalimat, 
pernyataan, perilaku, dan kejadian yang telah dikumpulkan 
kemudian dianalisa kebenarannya. Alat yang dipergunakan untuk 
menganalisis data dan informasi adalah teknik analisis data tria-
ngulasi sumber. Menurut Moleong (2002) triangulasi sumber 
dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh 
melalui beberapa sumber. Data dan informasi tertentu perlu dita-
nyakan kepada responden yang berbeda. Hasil wawancara dari 
narasumber dianggap valid apabila jawaban dari empat narasum-
ber tersebut setidaknya tiga narasumber memiliki kesamaan atau 
jawaban dari masing-masing narasumber saling menambahkan 
dari jawaban narasumber yang lain. 
 
ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
 
Analisis Struktur Organisasi 
Struktur Organisasi pada subjek penelitian, belum sesuai 
dengan ketentuan yang ditetapkan di dalam Undang-undang no-
mor 40 tahun 2007. Pada Struktur Organisasi tersebut jabatan ter-
tinggi adalah Komisaris yang membawahi Direktur Utama dan 
Direktur Operasional, sedangkan menurut Undang-undang no-
mor 40 tahun 2007 posisi Komisaris dan Dewan Direksi adalah 
sama dan yang paling atas adalah RUPS. Pada Struktur Organi-
sasi subjek penelitian, posisi RUPS sebagai jabatan tertinggi tidak 
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dimasukan di dalam Struktur Organisasi, namun pada kenyataan-
nya perusahaan menyelenggarakan RUPS dan menjadikan RUPS 
sebagai posisi paling tinggi di dalam perusahaan. 
 
Uji Validitas Data 
Melalui hasil wawancara yang diperoleh peneliti terhadap 
keempat narasumber disertai hasil pengamatan, berikut beberapa 
poin–poin yang yang diperoleh peneliti mengenai penerapan prin-
sip–prinsip good corporate governance pada subjek penelitian. 
Tabel 4.1 
Hasil Uji Validitas Transparancy  





mengetahui visi dan misi 
yang ada di perusahaan 
Valid 
RUPS Perusahaan melakukan 
RUPS setiap satu tahun 













memiliki website, namun 
perusahaan sudah tidak 
menggunakannya lagi 




Setiap divisi memiliki 
SOPnya sendiri, namun 
SOP tersebut dijelaskan 





Hasil Uji Validitas Accountability 






organ, baik saat 
perekrutan, maupun 





Direksi dan Komisaris 
yang terlibat dalam 
penentuan kebijakan dan 










pengukuran kinerja yang 
dinilai dari performa dan 
target yang dicapai dan 




Sistem reward & 
Punishment 
Perusahaan memiliki 
sistem reward & 
punishment yang berada 






kode etik yang dipegang 
sebagai acuan dalam 
menjalan bisnisnya 
Valid 




Hasil Uji Validitas Responsibility 
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pada hari raya, yaitu 
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juga bagi yang 
merayakan idul adha, 
perusahaan juga 
menyumbangkan berupa 
uang untuk dibelikan 









penelitian terhadap mitra 
bisnis dalam perjanjian 
kontrak, dan subjek 
penelitian konsekuen 
untuk mencapai target 
yang sudah disetujui di 
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mengikuti program-
program pemerintah, dan 
membayar kewajiban 
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Hasil Uji Validitas Independency 

























Hasil Uji Validitas Fairness 





kesempatan bagi setiap 
orang yang mau bekerja di 
subjek penelitian dengan 
mempertimbangkan 






Perusahaan tidak memiliki 
jenjang karir berkala 
namun, melainkan setiap 
kepala bagian memberikan 
nilai apakah karyawan 







Setiap pemegang saham 









Pemegang saham tidak 
bisa mengarahkan secara 
individu melain hasil dari 





Visi dan misi perusahaan disampaikan keseluruh staff melalui 
rapat maupun meeting kecil yang dilakukan setiap hari senin, ada-
nya grup Whatsapp (WA). Subjek penelitian menerapkan prinsip 
transparancy dalam hal ini dari kejelasan visi dan misi perusaha-
an dengan sangat baik. 
Menurut Wibisono (2006) visi merupakan rangkaian kalimat 
yang menyatakan cita-cita atau impian sebuah organisasi atau pe-
rusahaan yang ingin dicapai di masa depan. Sedangkan misi me-
rupakan rangkaian kalimat yang menyatakan tujuan atau alasan 
eksistensi organisasi yang memuat apa yang disediakan oleh pe-
rusahaan kepada masyarakat, baik berupa produk ataupun jasa. 
Perusahaan menyelenggarakan RUPS setiap satu tahun seka-
li, setelah tahun buku dan setelah di audit. Biasanya diselenggara-
kan bulan mei atau juni, perusahaan menerapkan prinsip transpa-
rancy dengan sangat baik dalam hal ini yaitu mengadakan RUPS. 
RUPS sebagai organ perusahaan merupakan wadah para pe-
megang saham untuk mengambil keputusan penting yang berkai-
tan dengan modal yang ditanam dalam perusahaan, dengan mem-
perhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-
undangan (KNKG, 2006). 
RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya. RUPS 
tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 
(enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Dalam RUPS tahunan, 
harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan Perseroan. 
Sedangkan RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berda-
sarkan kebutuhan dan/atau kepentingan Perseroan (UU 40 tahun 
2007 tentang persereoan terbatas). 
Laporan perusahaan yang dibuat oleh perusahaan juga dibe-
rikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, seperti kepada pe-
megang saham, perusahaan membuat laporan untuk pemegang 
saham yang diberikan saat RUPS. Pada pemerintah, perusahaan 
memberikan laporan kepada DISNAKER berupa laporan bulanan 
yang berisi kegiatan usaha yang dilakukan oleh subjek penelitian, 
laporan pajak yang dibutuhkan pihak fiskal untuk keperluan pa-
jak, serta laporan keuangan yang dibutuhkan oleh pihak internal 
seperti direksi, jajaran direksi dan komisaris. Perusahaan menja-
lankan prinsip transparancy dengan sangat baik yaitu memberi-
kan laporan perusahaan kepada pihak yang memerlukan. 
Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, 
memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah 
diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya 
(KNKG, 2006). 
Subjek penelitian sebelumnya sudah memiliki website na-
mun, perusahaan menilai website yang ada tersebut tidak terlalu 
efektif dan jarang diakses. Perusahaan ketika mengumumkan le-
lang, langsung memberitahu kepada rekanan dengan membuat 
suatu company profile. 
Subjek penelitian dalam hal ini kurang dalam melakukan pe-
nerapan prinsip transparancy, dikarenakan subjek penelitian le-
bih melayani mitra bisnis dengan perusahaan besar dan sudah 
menjadi rekanannya, website dinilai tidak terlalu efektif menurut 
subjek penelitian tetapi hal tersebut menyebabkan subjek peneli-
tian tidak bisa memberikan transparancy kepada masyarakat luas 
seperti memberitahukan gambaran umum atau profil yang yang 
dapat diakses maupun dipahami oleh masyarakat luas. 
SOP perusahaan berada di dalam Peraturan Perusahaan yang 
sudah disahkan oleh DISNAKER, sehingga SOP tersebut sudah 
sesuai dengan peraturan pemerintah yang saat ini berlaku. Subjek 
penelitian juga melaksanakan SOP yang diberikan oleh mitra 
bisnis yang sudah memiliki kontrak kerja dengan subjek 
penelitian. Terdapat sanksi ketika SOP tersebut dilanggar, sanksi 
tersebut berdasarkan seberapa besar pelanggaran yang dilakukan 
oleh pihak tersebut. Dalam hal ini subjek penelitian menerapkan 
prinsip transparancy dengan sangat baik karena telah meyedia-
kan SOP dan SOP tersebut ada di dalam Peraturan Perusahaan 
serta dapat sanksi yang ada di dalamnya. 
 
Accountability 
Fungsi masing-masing organ yang ada pada subjek penelitian 
dijelaskan oleh setiap masing-masing kepala divisi dan mengada-
kan rapatnya sendiri, mengadakan evaluasi. Pada saat perekrutan 
karyawan baru juga dijelaskan gambaran subjek penelitian seperti 
apa, dan dijelaskan fungsinya masing-masing. Perusahaan juga 
memastikan fungsi tersebut dijalankan dengan baik, yaitu dengan 
melakukan penilaian, apabila pekerjaannya lancar dan tidak ada 
komplain maka, perusahaan menilai fungsinya sudah dimengerti, 
dan apabila ada kesalahan yang terjadi, perusahaan akan menghu-
bungi pihak tersebut dan meminta penjelasan terlebih dahulu me-
ngenai kendala apa yang terjadi. Perusahaan juga melakukan eva-
luasi kinerja dari karyawan berdasarkan target yang dicapai, apa-
kah target tersebut tercapai atau tidak.  
Penerapan prinsip accountability yang dilakukan oleh perusa-
haan sangat baik, di samping adanya penjelasan fungsi masing-
masing organ, juga terdapat evaluasi dan tindakan yang dilakukan 
oleh perusahaan untuk memastikan penerapan dari fungsi tersebut 
sudah tepat atau belum. 
Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung ja-
wab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan seca-
ra jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (cor-
porate values), dan strategi perusahaan (KNKG, 2006). 
Penentuan kebijakan dan peraturan baru di subjek penelitian 
berdasarkan perubahan bisnis yang sedang berlangsung dan yang 
terlibat di dalamnya adalah Direksi dan Komisaris. Jadi kebijakan 
dan peraturan tersebut berfisat dinamis berdasarkan kebutuhan 
perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnis pada waktu ter-
sebut. 
Jadi penerapan prinsip accountability  dalam hal ini mengenai 
penentuan kebijakan dan peraturan baru, menurut peneliti sangat 
baik. Dengan seperti itu perusahaan dapat mengikuti perubahan 
alur bisnis yang sedang terjadi, dan dapat bertahan dalam persai-
ngan bisnis. Perusahaan dapat menyesuaikan apa yang dibutuh-
kan dalam rangka mempertahankan jalannya bisnis tersebut. 
Perubahan organisasi juga merupakan upaya masyarakat da-
lam organisasai tersebut, bekerja sama dalam mencapai suatu tu-
juan yang sama, dengan melakukan perubahan-perubahan orga-
nisasi dalam berbagi aspek, atau melakukan berbagai penyesuai-
an dengan perkembangan zaman yang terus berkembang, agar tu-
juannya dapat tercapai dan dapat bertahan dalam perubahan besar 
dunia (Winardi, 2006). 
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Pengukuran kinerja terhadap karyawan yang diterapkan 
subjek penelitian adalah dengan memperhatikan adanya kom-
plain atau tidak terhadap karyawan tersebut namun juga dilihat 
dari keadaan karyawan tersebut, terdapat pertimbangan juga apa-
kah karyawan tersebut memang memiliki ketidakcakapan di suatu 
bidang sehingga kinerjanya menurun, ada evaluasi mengenai hal 
tersebut dan target yang bisa dicapai oleh karyawan juga diguna-
kan sebagai ukuran kinerja perusahaan terhadap karyawan. 
Perusahaan memiliki sistem reward & punishment yang ter-
tuang di dalam Peraturan Perusahaan yang dimana peraturan ter-
sebut sudah disahkan oleh Dinas Ketenagakerjaan. Rewardnya 
yaitu berupa kenaikan gaji berkala yang juga memperhitungkan 
masa kerjanya, adanya premi setiap bulan dan promosi jabatan. 
Punishmentnya adalah adanya demosi jabatan, evaluasi terhadap 
karyawan tersebut dan pemecatan. 
Penerapan prinsip accountability dalam hal ini pengukuran 
kinerja serta sistem reward & punishment dilakukan dengan sa-
ngat baik. Perusahaan menerapkan pengukuran kinerja terhadap 
setiap karyawannya dan selain itu adanya konfirmasi terhadap 
karyawan seperti apakah kendala yang dihadapi sehingga bisa ter-
jadi komplain tersebut maupun kenapa target tidak bisa tercapai. 
Dari sistem reward & punishment, subjek penelitian juga mene-
rapkan sistem tersebut yang sudah tertuang di dalam Peraturan 
Perusahaan dan setiap karyawan akan mendapatkan reward & 
punishment sesuai dengan kinerja yang diberikan. 
Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jaja-
ran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, 
serta memiliki sistem reward and punishment (KNKG, 2006). 
Kode etik yang dijadikan pegangan oleh subjek penelitian 
adalah melaksanakan Peraturan Perusahaan, mengikuti aturan-
aturan dari pemerintah yang berlaku. Diterapkannya Peraturan 
Perusahaan yang sesuai dengan peraturan pemerintah yaitu sub-
jek penelitian menerapkan prinsip accountability dalam hal ini 
kode etik, sangat baik dan perusahaan juga secara tidak langsung 
ikut melaksanakan peraturan yang dikeluarkan pemerintah. 
Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap 
organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada eti-
ka bisnis dan pedoman perilaku (code of conduct) yang telah dise-
pakati (KNKG, 2006). 
 
Responsibility 
Tanggungjawab terhadap karyawan yang dilakukan oleh sub-
jek penelitian adalah mengikutsertakan karyawan pada program 
BPJS yang diselenggarakan oleh pemerintah, tunjangan pendidi-
kan yang disediakan untuk anak-anak dari karyawan, program 
pensiun dari perusahaan, uang transport dan kegiatan rekreasi 
bersama berupa family gathering bersama para karyawan. 
Selain itu UMK yang diterapkan di subjek penelitian sudah 
sesuai dengan kebijakan UMK yang berlaku, karyawan kontrak 
mendapatkan gaji sesuai UMK serta uang makan, sedangkan kar-
yawan tetap mendapatkan gaji diatas UMK. 
Penerapan prinsip responsibility  dalam hal ini tanggungja-
wab terhadap karyawan, sudah dilakukan dengan sangat baik, pe-
rusahaan menyediakan jaminan kesejahteraan untuk karyawan-
nya, tidak hanya kebutuhan jasmani melainkan juga menjaga hu-
bungan antar karyawan. 
Tanggungjawab terhadap masyarakat yang dilakukan oleh 
subjek penelitian adalah mengadakan kegiatan buka bersama dan 
menyumbangkan sejumlah uang saat idul adha untuk membeli 
hewan kurban. 
Penerapan prinsip responsibility dalam hal ini tanggungjawab 
terhadap masyarakat masih kurang, dikarenakan kegiatan tersebut 
dilakukan pada hari besar tersebut saja dan perusahaan tidak me-
miliki agenda untuk kegiatan sosial yang lain, meskipun kegiatan 
bisnis yang dilakukan oleh perusahaan tidak mengganggu ling-
kungan disekitar perusahaan dan masyarakat. 
Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial de-
ngan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian ling-
kungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perenca-
naan dan pelaksanaan yang memadai (KNKG, 2006). 
Tanggungjawab terhadap mitra bisnis yang dilakukan oleh 
subjek penelitian adalah berusaha memberikan yang terbaik se-
perti on time delivery, melaksanakan kontrak yang sudah disetujui 
dengan mitra bisnis, dimana kontrak tersebut terdapat sanksi dan 
kewajiban serta jaminan keselamatan barang. 
Penerapan prinsip responsibility dalam hal ini tanggungjawab 
terhadap mitra bisnis menurut peneliti sudah sangat baik, dengan 
adanya kontrak tersebut yang sudah saling disetujui dan itikat dari 
perusahaan untuk memberikan yang terbaik, menunjukan perusa-
haan memberikan jaminan terhadap mitra bisnis. 
Tanggungjawab terhadap pemerintah yang dilakukan oleh 
subjek penelitian adalah melaksanakan kewajiban pajak yang 
menjadi kewajiban perusahaan dan membuat laporan kegiatan ke-
giatan bisnis yang dilakukan dan dilaporkan ke Dinas Ketenaga-
kerjaan. 
Penerapan prinsip responsibility dalam hal ini tanggungjawab 
terhadap pemerintah menurut peneliti sudah sangat baik, perusa-
haan melakukan kewajiban yang sudah seharusnya dilakukan o-
leh perusahaan, dan juga memberikan laporan kegiatan kepada 
pihak yang memerlukan laporan tersebut. 
Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian 
dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-unda-
ngan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (KNKG, 2006). 
Tanggungjawab terhadap pemegang saham yang dilakukan 
oleh subjek penelitian adalah mengadakan RUPS yang diadakan 
setiap tahun pada bulan mei atau juni dan terdapat laporan yang 
dibutuhkan oleh pemegang saham untuk mengambil keputusan. 
Penerapan prinsip responsibility dalam hal ini tanggungjawab 
terhadap pemegang saham menurut peneliti sudah sangat baik, 
karena perusahaan melaksanakan RUPS tiap tahun dan meyedia-
kan laporan yang dibutuhkan oleh para pemegang saham. 
Hak untuk memperoleh informasi mengenai perusahaan seca-
ra tepat waktu, benar dan teratur, kecuali hal-hal yang bersifat ra-
hasia, sehingga memungkinkan pemegang saham membuat kepu-
tusan mengenai investasinya dalam perusahaan berdasarkan in-
formasi yang akurat (KNKG, 2006). 
 
Independency 
Subjek penelitian tidak pernah diintervensi oleh pihak-pihak 
di luar direksi perusahaan maka pengambilan keputusan dapat di-
lakukan dengan baik sehingga pelaksanaan prinsip independency 
yang dilakukan subjek penelitian sangat baik. 
Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadi-
nya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepen-
tingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (conflict of inte-
rest) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengam-
bilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif (KNKG, 2006). 
Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus 
dikelola secara independen sehingga masing-masing organ peru-
sahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi o-
leh pihak lain (KNKG, 2006). 
Pemerintah tidak pernah ikut campur dalam jalannya perusa-
haan karena, perusahaan tidak pernah melanggar peraturan yang 
berlaku terhadap perusahaan. Penerapan prinsip independency sa-




Subjek penelitian memberikan kesempatan bekerja yang 
sama bagi setiap karyawan yang memiliki kompetensi untuk be-
kerja di perusahaan tanpa ada pembedaan suku, agama, ras, golo-
ngan, gender dan kondisi fisik. Menurut peneliti pelaksanaan 
prinsip fairness yang dilakukan perusahaan sangat baik dalam 
memberi kesempatan bekerja yang sama. 
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Subjek penelitian memiliki jenjang karir, namun jenjang karir 
tersebut bukan berkala melainkan ketika karyawan tersebut me-
miliki kinerja yang baik maka akan dijadikan koordinator atau 
kepala bagian. Pelakasanaan prinsip fairness yang dilakukan oleh 
perusahaan menurut peneliti sangat baik dilihat dari perusahaan 
memiliki jenjang karir. 
Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam 
penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya seca-
ra profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, 
gender dan kondisi fisik (KNKG, 2006). 
Subjek penelitian memberikan perlakuan yang sama terhadap 
setiap pemegang saham, mayoritas maupun minoritas. Setiap pe-
megang saham memiliki hak untuk mengeluarkan suaranya ma-
sing-masing saat diselenggarakannya RUPS tahunan. Namun pe-
megang saham mayoritas sudah pasti memiliki hak suara lebih, 
namun tetap menerima suara dari minoritas. Menurut peneliti pe-
laksanaan prinsip fairness yang dilakukan oleh subjek penelitian 
yaitu dengan memberikan perlakuan yang sama terhadap setiap 
pemegang saham sudah sangat baik. 
Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan 
wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan 
kontribusi yang diberikan kepada perusahaan (KNKG, 2006). 
Pemegang saham tidak memiliki hak secara individu untuk 
mengarahkan perusahaan, melainkan berdasarkan hasil dari RU-
PS, persetujuan yang tercapai dan hasil rapat digunakan untuk 
melanjutkan program kerja tahun berikutnya. Rapat tersebut dipa-
parkan laporan-laporan yang diperlukan oleh pemegang saham 
untuk mengambil keputusan. Menurut peneliti pelaksanaan prin-
sip fairness yang dilakukan oleh subjek penelitian dalam hal hak 
pemegang saham mengarahkan perusahaan adalah sangat baik. 
Hasil RUPS menjadi penentu perusahaan untuk melanjutkan pro-
gram kerja tahun berikutnya, bukan berdasarkan individu dari 
masing-masing pemegang saham.  
Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku 
kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan 
pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses ter-
hadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup 





Penerapan prinsip-prinsip good corporate governance pada sub-
jek penelitian yang terdiri dari prinsip transparancy, accounta-
bility, responsibility, independency dan fairness. Penerapan prin-
sip-prinsip good corporate governance pada subjek penelitian 
sudah baik.  
 
1. Transparancy subjek penelitian baik, empat dari lima 
elemen yaitu kejelasan visi dan misi perusahaan, RUPS, 
laporan perusahaan dan SOP perusahaan dinilai sangat 
baik, sedangkan elemen kelima yaitu website dinilai ku-
rang baik. 
2.  Accountability subjek penelitian sangat baik, kelima ele-
men yaitu kejelasan fungsi masing-masing organ, penen-
tuan kebijakan dan peraturan baru, pengukuran kinerja 
terhadap karyawan, sistem reward & punishment dan 
kode etik perusahaan dinilai sangat baik. 
3. Responsibility subjek penelitian baik, empat dari lima 
elemen yaitu tanggungjawab terhadap karyawan, tang-
gungjawab terhadap mitra bisnis, tanggungjawab ter-
hadap pemerintah dan tanggungjawab pemegang saham 
dinilai sangat baik, sedangkan elemen kelima yaitu tang-
gungjawab terhadap masyarakat dinilai kurang baik. 
4. Independecy subjek penelitian sangat baik, kedua elemen 
yaitu intervensi dari pihak-pihak tertentu diluar direksi 
perusahaan dan pemerintah ikut mengatur jalannya peru-
sahaan dinilai sangat baik. 
5. Fairness subjek penelitian sangat baik, keempat elemen 
yaitu kesempatan bekerja yang sama, tahapan jenjang ka-
rir, perlakuan terhadap pemegang saham yang sama dan 
pemegang saham memiliki hak untuk mengarahkan peru-
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